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ABSTRAK

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia kerap memicu
ketegangan normatif antara kepastian teks fikih ( fara'id ) dan
praktik hukum adat yang hidup di masyarakat ( /iving law ). Secara
doktrinal, surat an-Nisa' ayat 11 menetapkan perbandingan
pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagai
ketentuan gat'7 . Namun, masyarakat adat Muslim Kampung Naga
di Tasikmalaya secara ajeg menanamkan pembagian warisan sama
rata (1:1) melalui musyawarah guar waris berlandaskan falsafah
repeh rapih . Kesenjangan teks antara normatif dan realitas empiris
ini menghadirkan permasalahan fundamental akademik mengenai
bagaimana dialektika negosiasi antara norma adat dan hukum Islam
berlangsung, bagaimana peran serta penalaran hukum (legal
Reasoning) tokoh agama dan tokoh adat dalam meresolusi
perbedaan tersebut, serta apa rasionalitas di balik preferensi
masyarakat Muslim Kampung Naga yang lebih memilih skema
pembagian sama rata daripada rumus matematis fara'id .

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study)
kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosio-
legal (pendekatan sosio-legal) yang dipadukan dengan perspektif
sosiologis. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang
meliputi wawancara mendalam ( in depth interview ) dengan
informan kunci (Kuncen, Punduh, Lebe, perangkat desa, dan enam
keluarga ahli waris), observasi partisipatif di majelis guar waris,
serta studi dokumentasi pertanahan desa. Kerangka teoretik yang
digunakan memadukan Teori Negosiasi Berprinsip (Principled
Negotiation ) William Ury dan Roger Fisher, Teori Struktural
Fungsional (skema AGIL) Talcott Parsons, Teori Resolusi Konflik
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), Teori Maslahah
Najmuddin al-Tufi, serta Hermeneutika Gender Islam Amina
Wadud dan Asma Barlas. Analisis data dilakukan secara kualitatif
interaktif (reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan
kesimpulan) menggunakan metode penalaran induktif-deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama,
negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam termanifestasi dalam
Model Negosiasi Integratif-Akomodatif berbasis relasional-
komunal. Dalam model ini, ketentuan fara’id dengan perbandingan
2:1 ditempatkan sebagai dasar penetapan hak awal (tabyin al-
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haqq). Ketentuan tersebut selanjutnya direkonsiliasikan melalui
mekanisme fikih perdamaian (tasaluh) dan pelepasan hak secara
sukarela (tandzul) sehingga memungkinkan tercapainya pola
pembagian warisan secara sama rata (1:1). Proses tersebut tidak
berlangsung secara individual dan terlepas dari struktur sosial
masyarakat, tetapi didukung oleh pranata adat yang meliputi Aibat,
pukul waris, buka waris, sumun, aor kasab, dan ngarasanan.
Dengan demikian, pembagian sama rata tidak semata-mata
merupakan penyimpangan dari ketentuan normatif farad’id,
melainkan merupakan hasil proses negosiasi hukum yang
mempertemukan kepastian hak menurut hukum Islam dengan
kebutuhan akan keharmonisan sosial dalam komunitas adat.Kedua,
penelitian menemukan adanya pola kepemimpinan komplementer
dalam struktur trias politika budaya-agama yang melibatkan Lebe,
Punduh, dan Kuncen. Lebe menjalankan fungsi normatif-syar’i
dengan pendekatan akomodatif melalui penerapan ijtihad tatbigr
pada ranah muamalah, khususnya dalam memberikan ruang bagi
penyelesaian pembagian warisan melalui perdamaian dan
kesepakatan keluarga. Punduh menjalankan fungsi kolaboratif
dalam pengaturan aspek fisik lahan, administrasi pertanahan, serta
dokumen desa, termasuk Letter C dan SPPT. Sementara itu,
Kuncen menjalankan fungsi latensi dengan mempertahankan nilai
kesucian dan keberlanjutan tanah pusaka (jimaf) melalui etika
triadik berupa wasiat, amanat, dan akibat. Ketiga fungsi tersebut
tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam
mempertahankan keteraturan sosial dan keberlanjutan tata
kehidupan masyarakat. Integrasi antara ketiganya memperoleh
legitimasi melalui penerapan kaidah al-‘adah al-muhakkamah
dalam kerangka ‘urf sahih, sepanjang praktik adat tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Ketiga, preferensi masyarakat terhadap pola pembagian warisan
sama rata (1:1) didasarkan pada konvergensi tiga pilar rasionalitas,
yaitu rasionalitas sosio-kultural, rasionalitas filosofis maslahah al-
Tuff, dan rasionalitas keadilan substantif gender. Rasionalitas
sosio-kultural tercermin dalam orientasi masyarakat untuk
mempertahankan nilai repeh rapih sekaligus memitigasi potensi
konflik antarsaudara yang dikenal melalui konsep bencekeweng
dan matak tumpur. Rasionalitas filosofis maslahah al-Tufi tampak
dalam pertimbangan untuk mencegah kemudaratan (dar’u al-

Xiii



mafasid), menjaga kemaslahatan keluarga, serta mewujudkan
tujuan-tujuan magqasid al-syari‘ah. Sementara itu, rasionalitas
keadilan substantif gender berkaitan dengan perubahan struktur dan
beban ekonomi keluarga yang menyebabkan kontribusi anak
perempuan tidak selalu dapat diposisikan hanya berdasarkan
konstruksi peran gender tradisional. Dalam konteks tersebut,
terdapat pengakuan yang lebih setara terhadap kerja-kerja
perawatan (care work) yang dilakukan anak perempuan dalam
mendampingi dan merawat orang tua pada masa lanjut usia.
Pengakuan tersebut kemudian memperoleh bentuk konkret melalui
pengelolaan dan pemanfaatan aset sagunuk sebagai bagian dari
mekanisme sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pilihan
pembagian 1:1 dapat dipahami sebagai bentuk rekonstruksi
keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan kesamaan bagian
secara matematis, tetapi juga memperhitungkan kontribusi,
tanggung jawab, relasi kekeluargaan, kemaslahatan, serta
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Kampung Naga.
Penelitian ini memberikan  kontribusi  teoritis  dengan
merekonstruksi Model Konvergensi Triadik (Hukum Islam—Hukum
Adat-Hukum Positif) dalam studi pluralisme hukum keluarga
Islam, membuktikan bahwa hukum adat dan syariat dapat berdialog
secara simbiotik melahirkan hukum hidup yang berkeadilan tanpa
saling menegasikan. Secara praktis, studi ini memberikan
sumbangsih epistemologis bagi hakim Pengadilan Agama dan
mediator hukum untuk memfungsikan pendekatan negosiasi
relasional-komunal dan doktrin tasaluh (sebagaimana terakomodasi
dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam) dalam penyelesaian
penyelesaian waris, sekaligus memberikan rujukan kebijakan bagi
pemerintah daerah dan desa dalam harmonisasi administrasi
pertanahan adat yang menjamin jaminan hukum ( rechtzekerheid)
sekaligus melindungi hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Negosiasi Hukum, Hukum Waris Islam, Hukum Adat,
Kampung Naga, Tasdaluh, Repeh Rapih, Maslahah, Keadilan
Substantif.
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ABSTRAK

Legal pluralism in inheritance law in Indonesia often generates
normative tensions between the textual certainty of Islamic
jurisprudence (fara’id) and customary legal practices that are
embedded in society as /iving law. Doctrinally, Qur’anic Surah al-
Nisa” verse 11 establishes a 2:1 ratio in the distribution of
inheritance between male and female children as a gat 7 provision.
However, the Muslim customary community of Kampung Naga in
Tasikmalaya consistently practices an equal 1:1 inheritance
distribution through guar waris deliberations based on the
philosophy of repeh rapih. This gap between normative texts and
empirical reality raises fundamental academic questions concerning
how the dialectical negotiation between customary norms and
Islamic law takes place, how religious and customary leaders
employ legal reasoning to resolve such differences, and what
rationales underlie the preference of the Muslim community of
Kampung Naga for an equal distribution scheme rather than the
mathematical formula prescribed by fara 'id.

This study is a qualitative field study employing a descriptive-
analytical method and a socio-legal approach complemented by a
sociological perspective. Data were collected through triangulation
techniques, including in-depth interviews with key informants
consisting of the Kuncen, Punduh, Lebe, village officials, and six
heir families; participant observation of guar waris deliberations;
and documentary analysis of village land administration records.
The theoretical framework integrates William Ury and Roger
Fisher’s Principled Negotiation Theory, Talcott Parsons’ Structural
Functional Theory through the AGIL scheme, the Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument (TKI), Najmuddin al-Tafi’s theory of
maslahah, and Islamic gender hermeneutics developed by Amina
Wadud and Asma Barlas. Data were analyzed through an
interactive qualitative process involving data reduction, data
display, and verification/conclusion drawing, supported by
inductive-deductive reasoning.

The findings reveal three main results. First, the negotiation
between customary law and Islamic law is manifested in an
Integrative-Accommodative  Negotiation Model based on
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relational-communal principles. Within this model, the fara’id
provision establishing a 2:1 ratio serves as the initial determination
of rights (tabyin al-hagq). This initial determination is
subsequently reconciled through the jurisprudence of peaceful
settlement (tasaluh) and voluntary relinquishment of rights
(tanazul), thereby enabling an equal 1:1 distribution of inheritance.
This process does not occur individually or independently of the
community’s social structure but is supported by customary
institutions and practices, including hibat, pukul waris, buka waris,
sumun, aor kasab, and ngarasanan. Thus, equal inheritance
distribution should not be understood merely as a deviation from
the normative provisions of fara’id, but rather as the outcome of a
legal negotiation process that reconciles the certainty of rights
under Islamic law with the community’s need to preserve social
harmony.

Second, the study identifies a pattern of complementary leadership
within a cultural-religious trias politica structure involving the
Lebe, Punduh, and Kuncen. The Lebe performs a normative-Sharia
function through an accommodative approach, employing ijtihad
tatbigri in the field of mu ‘Gmalat, particularly by providing room for
inheritance settlement through reconciliation and family agreement.
The Punduh performs a collaborative function in regulating the
physical aspects of land, land administration, and village
documentation, including Letter C and SPPT records. Meanwhile,
the Kuncen performs a latency function by preserving the sanctity
and sustainability of ancestral land (jimat) through the triadic
ethical principles of wasiat, amanat, and akibat. These three
functions do not operate separately but complement one another in
maintaining social order and the continuity of community life.
Their integration is legitimized through the application of the legal
maxim al-‘adah al-muhakkamah within the framework of ‘urf
sahih, provided that such customary practices do not contradict the
fundamental principles of Islamic law.

Third, the community’s preference for an equal 1:1 inheritance
distribution is grounded in the convergence of three pillars of
rationality, namely socio-cultural rationality, the philosophical
rationality of al-Tuft’s concept of maslahah, and substantive
gender-justice rationality. Socio-cultural rationality is reflected in
the community’s commitment to preserving the value of repeh
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rapih while mitigating potential conflicts among siblings,
expressed through the concepts of bencekeweng and matak tumpur.
The philosophical rationality of al-Tufi’s maslahah is reflected in
the effort to prevent harm (dar’u al-mafasid), preserve family
welfare, and realize the objectives of maqgdasid al-syari‘ah.
Meanwhile, substantive gender-justice rationality is associated with
transformations in family economic structures and the distribution
of family responsibilities, whereby the contributions of daughters
cannot always be assessed solely through traditional gender-role
constructions. In this context, greater recognition is accorded to the
care work performed by daughters in accompanying and caring for
aging parents. Such recognition is given concrete expression
through the management and utilization of sagunuk assets as part of
the family’s socio-economic mechanism. Therefore, the choice of a
1:1 distribution can be understood as a reconstruction of justice that
considers not only mathematical equality of shares but also
contribution, responsibility, familial relationships, welfare, and the
sustainability of social life within the Kampung Naga community.
The study makes a theoretical contribution by reconstructing a
Triadic Convergence Model involving Islamic Law, Customary
Law, and Positive Law within the study of legal pluralism in
Islamic family law. It demonstrates that customary law and Islamic
law can engage in a symbiotic dialogue, producing a form of living
law oriented toward justice without necessarily negating one
another. Practically, the study provides an epistemological
contribution for Religious Court judges and legal mediators by
encouraging the use of relational-communal negotiation approaches
and the doctrine of tasaluh, as accommodated under Article 183 of
the Compilation of Islamic Law, in resolving inheritance disputes.
It also provides a policy reference for regional and village
governments in harmonizing customary land administration in a
manner that ensures legal certainty (rechtzekerheid) while
protecting the rights of indigenous communities.

Keywords: Legal Negotiation, Islamic Inheritance Law,

Customary Law, Kampung Naga, Tasaluh, Repeh Rapih,
Maslahah, Substantive Justice.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

i‘;;‘ll)f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ $ es (dengan titik atas)
z Jim J Je

z Ha’ h ha (dengan titik bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

A Zal Z zet (dengan titik atas)
D) Ra R Er

J 7a Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik bawah)
o= Dad d de (dengan titik bawah)
L Ta’ t te (dengan titik bawah)
L 7a z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ¢ Apostrof terbalik

& Ghain Gh Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

i Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em




O Nin N En

5] Waw \W We
2 Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
] Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
53 Axlia b da muddah muta ‘ddidah
Cpaia (fidle Ja ) rajul mutafannin muta ‘ayyin

C. Vokal Pendek

Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Jia 9 pal (e man nasar wa qatal
Kasrah I 488 ja ?S kamm min fi’ah

Dammah U dalh g el g s sudus wa khumus wa

sulus

D. Vokal Panjang

Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ol 3V ) Cl_“\é fattah razzaq mannan
Kasrah I 8 g piSiia miskin wa faqir

Dammah U z oA 9 JsAa dukhiil wa khurij

E. Huruf Diftong
Kasus Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah bertemu waw mati Aw K }S  ga Maulid
Fathah bertemu ya’ mati Ai Craga Muhaimin
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Kata Arab Ditulis
(,_u\\ a’antum
Cp Bl Cuae § u‘iddat li alkafirin
3 S ol la’in syakartum
Clall e ) i ‘anah at-talibin
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G. Huruf Ta’ 7a’ Marbiitah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

KataArab Ditulis
diymdag) zaujah jazilah
3’ 4 s Jjizyah muhaddadah
Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah

diserap kedalam Bahasa Indonesia,

seperti salat, zakat, dan

sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang “a/-” serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
g ganall AL takmilah al-majmii‘
daaall 5 D halawah al-mahabbah

2. Bila ta’ marbitah  hidup

atau

dengan  harakah (fathah,

kasrah, atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal

yang relevan.

Kata Arab

Ditulis

hall 3l<

zakatu al-fitri

M\EJ@LA;\

ila hadrati al-mustafa

elal=ll A1 jalalata al- ‘ulama’
H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”
1. Bila diikuti huruf gamariyyah
Kata Arab Ditulis
Jilial) Eaay bahs al-masa’il

Gl J pandll

al-mahsul li al-Ghazalr

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

6‘1”

(el)-nya.
Kata Arab Ditulis
Cmlal) dle ) i‘anah at-talibin
Al Al ) ar-risalah li asy-Syafi T
<l A syazarat az-zahab
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KATA PENGANTAR

oA N s
)y il Qﬂ\w\k}cw«f}wu\ PN
sy Al Joy 2uzt s ey SV el Je UL,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan
dengan baik. Disertasi berjudul Negosiasi Hukum Adat dengan Hukum
Islam dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kampung
Naga Tasikmalaya disusun sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Syariah dengan
konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan disertasi ini merupakan
hasil dari proses panjang yang sarat dengan tantangan intelektual,
akademik, dan personal. Selama menempuh pendidikan tinggi, proses
pembelajaran yang dijalani menjadi sarana penting dalam mengasah
kemampuan analitis dan kritis untuk memahami berbagai fenomena
hukum, baik dari perspektif ilmiah, sosial, maupun budaya.

Penelitian ini berusaha menggabungkan dua sistem hukum yang
memiliki kedalaman filosofi dan dinamika masing-masing, yaitu
hukum adat yang hidup di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya
dan hukum Islam yang diatur dalam kaidah-kaidah syariah, untuk
melihat bagaimana keduanya berinteraksi dalam melakukan praktik
pembagian harta warisan. Sebagai seorang mahasiswa doktoral, saya
menyadari bahwa disertasi ini tidak hanya bertujuan untuk menambah
wawasan keilmuan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap
pemahaman hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.
Penggabungan hukum adat dan hukum Islam dalam kajian ini
diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga
Islam, khususnya dalam konteks pluralitas hukum yang ada di
Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai
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aplikasi hukum dalam masyarakat yang tetap menjaga kearifan lokal.
Dalam perjalanan penulisan disertasi ini, banyak pihak yang
memberikan kontribusi yang tak ternilai, baik dalam bentuk dukungan
moril maupun intelektual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya
ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

L.

Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. H. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Kholid Zulfa, M.Ag, dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag,
selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Promotor 1,
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan
kepada Bapak Promotor yang telah memberikan bimbingan
intensif, arahan yang penuh ketelitian, serta dukungan akademik
yang tiada henti selama proses penyusunan disertasi ini.
Keilmuan, kesabaran, dan perhatian yang diberikan telah
menjadi landasan utama dalam tercapainya kualitas karya ilmiah
ini. Setiap nasihat dan koreksi yang disampaikan memiliki peran
besar dalam mengarahkan penelitian ini hingga terselesaikan
dengan baik.

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Co Promotor 2, ucapan
terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada bapak
Promotor yang telah memberikan bimbingan intensif, arahan
yang penuh ketelitian, serta dukungan akademik yang tiada
henti selama proses penyusunan disertasi ini. Keilmuan,
kesabaran, dan perhatian yang diberikan telah menjadi landasan
utama dalam tercapainya kualitas karya ilmiah ini. Setiap
nasihat dan koreksi yang disampaikan memiliki peran besar
dalam mengarahkan penelitian ini hingga terselesaikan dengan
baik.

Dr. H. Samsul Hadi., M.Ag, ucapan terima kasih kepada bapak
penguji yang telah berperan besar dalam penyusunan disertasi,
melalui bimbingan yang sabar, masukan yang membangun,
serta ilmu yang bermanfaat. Arahan, kritik, dan motivasi dari
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Penguji dinyatakan sebagai faktor penting yang meningkatkan
kualitas penelitian.

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA, ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya disampaikan kepada bapak penguji atas
keilmuan, perhatian, dan kesungguhan dalam memberikan
penilaian terhadap disertasi ini. Setiap saran, koreksi, serta
pandangan akademik yang disampaikan telah membuka
wawasan penulis dan memberikan arahan yang jelas dalam
penyempurnaan penelitian ini. Apresiasi mendalam diberikan
atas kontribusi nyata yang turut menguatkan kedalaman analisis
dan ketepatan penyajian hasil penelitian.

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag, ucapan terima kasih atas masukan
yang tajam, catatan yang detail, serta perspektif ilmiah yang
luas telah membantu penulis dalam memperbaiki kekurangan
dan memperkuat kerangka analisis penelitian. Terima kasih atas
kontribusi berharga yang menjadi bagian penting dalam
penyempurnaan karya ilmiah ini.

Prof Hartini, S.H., M.Si sebagai penguji ekternal dari kampus
Universitas Gadjah Mada, yang telah berkenan meluangkan
waktu, memberikan perhatian, serta menyampaikan berbagai
masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses ujian
dan penyempurnaan disertasi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat taufig-Nya

kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Percayalah partisipasi
semuanya tidak akan menjadi uap yang lenyap begitu saja akan tetapi
menjadi hujan yang membasahi buku catatan amal kebaikan masing-
masing. Terimakasih, semoga disertasi ini berguna.

Yogyakarta, 28 Desemer 2026 M
15 Ramadan 1447H

N

Muhammad Abduh
NIM. 21303011002

XXV



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN & BEBAS

PLAGIARISME ......iiinninnnnnnennncsannsssesssnsssnsssssssnsssassssnes

PENGESAHAN

YUDISIUM

BERITA ACARA TIM PENGUJI

PENGESAHAN PROMOTOR

NOTA DINAS

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .......cceeeuee

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah..............cccocoveviinieiieennne,
Rumusan Masalah............cccooeriinininniniinee.
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ...........cccccevenneeee.
Tinjauan Pustaka..........coeeeeiieeniiniiniiinicienicceee
Kerangka Teoritik ........coeoveviienieniiiiiieiieeeee
Metode Penelitian ........cccccoceveriincniininiiineciceee,
Sistematika Pembahasan...............ccccocevieneniincnnnn.

@mmoaw»

BAB I1 HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM
KEWARISAN ADAT
A. Hukum Kewarisan Islam...............c.ccooeeiiiiiniinnn.

1. Pengertian dan Dasar Hukum...............ccccoeeennin.
Sebab-Sebab Menerima Warisan.........................
Rukun dan Syarat Kewarisan............ccccccvevvennnene
Penghalang Kewarisan...........ccccccoeeevvvenieeenneennne.
Hak-hak atas Harta Peninggalan ..........................
Asas-asas Kewarisan Islam.............ccccoeeeenneenne.

e I Al



B. Hukum Kewarisan Adat

1

. Pengertian dan Dasar Hukum................

2. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat.............

4
5
6
7

a. Sistem Patrilineal.............................
b. Sistem Matrilineal............................
c. Sistem Parental atau Bilateral .........
. Sistem Kewarisan Adat........................
a. Sistem Kolektif........ccooevvenvirennnen.
b. Sistem Mayorat ..........ccceeevreerrennnnns
c. Sistem Individual ............cccoeeeene.
. Unsur dan Syarat Kewarisan.................
. Penghalang Kewarisan..........c...ccecc......
. Asas-Asas Kewarisan Adat...................

S ER Mo Ao o

a. Sebelum Pewaris Wafat ...................

1) Penunjukan........cccceveveenveniennnne

2) Pesan atau Wasiat............cceueennee.

b. Sesudah Pewaris Wafat ..................

1) Penguasaan Warisan....................

2) Penguasaan Janda...........ccoueeneee.

3) Penguasaan Anak ...........cccceenueene

4) Penguasaan Anggota Keluarga....

5) Penguasaan Tua-tua Adat............

c. Pembagian Warisan............ccc.o.......

1) Waktu Pembagian dan Juru Bagi

XX Vil

Harta Perkawinan..............cc............
Harta Penantian ...............ccocvveeenn...
Harta Bawaan..........ccccccvveeeeiieennin,
Harta Pencaharian ..........................
. Harta Pemberian..................cc..........
. Prosedur Pembagian Warisan ...............

70
70
71
72
72
73
74
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
84
84
85
87
88
&9
90
91
93
95
99
100
103
106
108
110
111
112



2) Cara Pembagian...........cccceeeveeveieneenreennnne.
3) Kemungkinan Hilangnya Hak Waris.........

BAB III KEBERAGAMAN MASYARAKAT KAMPUNG
NAGA TASIKMALAYA ...

A.

B.

C.
D.

E.

BAB IV BENTUK PRANATA DAN NEGOSIASI HUKUM
ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN

Setting Sosio Geografis Kampung Naga
Tasikmalaya.......ccccceeeviieeiiieiiicceeeeeecee e,
Potret Pluralitas Sosial Masyarakat Kampung

Naga Tasikmalaya.........cccccceevvieeiieenienieeneecieeieeenn
Struktur Sosial Kampung Naga Tasikmalaya...........
Kebudayaan Masyarakat Adat Kampung Naga
Tasikmalaya .......ccccceevieviiiiiieiececeeee e
Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga ...........

Lo HIEDQE e

\]O\U].l;wl\.)

~
<
~
S
>

0
S
3
[}

. NGATASANAN ...
Tipologi dan Praktik Pembagian Warisan ...............
1. Model Kesetaraan Murni...........cocceevevieenenienneenne.

a. Keluarga Bapak Tatang Ruhimat & Ibu

Kartisah .....c.cooeviiiiiiiii

b. Keluarga Bapak Suharja & Ibu Romlah..........

c. Keluarga Bapak Hatimi & Ibu Sarsih .............
2. Model Kesetaraan Terstruktur..........c..ccccceeuennenee.

a. Keluarga Bapak Ojid & Ibu Ipin.....................

b. Keluarga Bapak Nadin & Ibu Aminah............
3. Model Ahli Waris Tunggal .........cccccvevverirenennne.

XXViil

114
117

115

115

120
124

129
142

153
153
154
154
155
156
157
157
158
158
159

159
161
162
164
164
166
168



a. Keluarga Bapak Suharja & Ibu Maiyoh .........
Negosiasi Berprinsip (Negotiation Fisher & Ury)
antara Norma Fara’id dan Tradisi Adat ...................
Sintesis: Model Negosiasi dan Titik
Temu Hukum ..o,

BAB V PERAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA
DALAM MENAFSIRKAN HUKUM TERHADAP
PEMBAGIAN WARISAN TRADISIONAL ......ccovveereieneenne

A.

B.

Otoritas Dualistik: Kedudukan Lebe dan Punduh

Analisis Struktur Fungsional (Skema AGIL
Parsons) dalam Peran Tokoh.............ccccoeevvirennnnnne
Gaya Resolusi Konflik Tokoh dalam Musyawarah
(Analisis TKI Thomas-Kilman ..........c...cceceevieenneenne
Hubungan Sosial dan Komunikasi dalam Guar

Sintesis: Penalaran Hukum Kontekstual Tokoh
Agama dan Tokoh Adat...........coccoooiiiiiiiiniee

BAB VI RASIONALITAS PREFERENSI MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA .....

A.

Faktor Sosiologis, Kultural (Repeh Rapih) dan
Perlindungan Keluarga........c..oocveveiiveniniiiennennnnne
1. Keterlibatan Kelompok ...........cccoevverieieneeniennnnne
2. Etos Kultural Repeh Rapih dan Pencegahan
Bencekeweng .........cccvevieeiieniieiin i
3. Sosialisasi Kegamaan-Kultural Yang Konvergen
4. Struktur Sosio-Demografi Agraris dan Nilai
Pusaka (Jimat) .......ccccovveecieieiiieeieeeeeeeee e
Analisis Maslahah Najmuddin al-Tift dan
Kaidah Al- ‘Adah Muhakkamah..................c.cocoo.......
1. Teori Maslahah Najmuddin al-Tift dalam Ranah
MuAGMal@t............coooovvveaiiiiiiiieiieeeeee
2. Keselarasan dengan Magasid al-Shari‘ah ...........

XX1X

169

175

179

179

182

190

193

199

205

206
209

213
217

222

225

226
232



3. Validitas Kaidah Al- ‘Adah al-Muhakkamah
dan Parameter ‘Urf Sahil.......c...cccoveveveverinennnn.
C. Dimensi Keadilan Substantif dan Rekonstruksi
Gender (Amina Wadud & Asma Barlas)..................
1. Prinsip Tauhid dan Kesetaraan Ontologis
(Amina Wadud & Asma Barlas) ........c..............
2. Hermeneutika Kontekstual atas Rasio 2:1.........
3. Moral Reciprocity dan Apresiasi Peran

Domestik Pengasuhan

D. Sintesis: Alasan Fundamental di Balik Pilihan
Pembagian ©L:1.......coooviiiiiieiiiieceeeeee e

BAB VII PENUTUP

A, Kesimpulan .........cocceeevieiieniieieeeeeeeeee e
B. Rekomendasi.........ccoeeeiiiiuiiiiiiiieiiieieeeeeeeee e

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

XXX

239

247

248
251

254
258
269
269
271
273

312
321



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan realitas sosial yang
melekat dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam
bidang hukum keluarga. Keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan
hukum negara menunjukkan bahwa dalam satu ruang sosial dapat
berlaku lebih dari satu sistem hukum yang memiliki legitimasi
normatif masing-masing. Konsep legal pluralism menjelaskan bahwa
interaksi antar sistem hukum tersebut dapat berlangsung secara
harmonis maupun menimbulkan ketegangan normatif.> Dalam
konteks kewarisan, pluralisme hukum menjadi semakin komplekss
karena menyangkut distribusi hak, struktur keluarga, serta legitimasi
keagamaan dalam masyarakat Muslim. Dalam hukum kewarisan
Islam, ketentuan pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-
Qur’an, terutama dalam Surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176. Ayat-
ayat tersebut menetapkan sistem fara’id yang menentukan bagian
masing-masing ahli waris secara proporsional. Ketentuan mengenai
perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak
perempuan dipahami sebagai norma yang memiliki dasar tekstual
yang kuat dan bersifat gat‘i menurut mayoritas ulama.? Dengan
demikian, sistem kewarisan Islam dibangun atas prinsip kepastian
hukum yang bersumber langsung dari nash.

Rasionalitas normatif pembagian dua banding satu tidak dapat
dilepaskan dari konstruksi tanggung jawab dalam keluarga. Dalam
fikih klasik, laki-laki dibebani kewajiban nafkah, mahar, serta
tanggung jawab finansial lainnya, sedangkan perempuan tidak
memiliki kewajiban serupa. Oleh karena itu, perbedaan bagian waris
dipandang  sebagai  bentuk  keadilan  proporsional  yang

! Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” Law & Society Review 22, no. 5
(1988): 869-896.
2QS. An-Nisa’ (4): 11, 12, dan 176.
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mempertimbangkan beban dan tanggung jawab masing-masing
pihak.® Konsep keadilan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai
kesamaan matematis, melainkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya
praktik pembagian warisan yang berbeda dari konstruksi normatif
tersebut. Di Kampung Naga, Tasikmalaya, pembagian harta warisan
dilakukan secara merata (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan
melalui mekanisme musyawarah keluarga. Praktik ini melibatkan
tokoh adat dan tokoh agama, serta berlandaskan prinsip repeh rapih
yang menekankan keharmonisan dan keseimbangan hubungan
kekeluargaan. Fenomena ini mencerminkan interaksi antara norma
agama dan norma adat dalam sistem hukum majemuk.* Perbedaan
antara norma tekstual 2:1 dan praktik sosial 1:1 tersebut
menimbulkan persoalan normatif yang signifikan. Pertanyaan
mendasar yang muncul adalah bagaimana kedudukan pembagian
merata tersebut dalam perspektif hukum Islam. Apakah praktik
tersebut dapat dipahami sebagai bentuk rasaluh antar ahli waris
setelah masing-masing mengetahui bagian normatifnya, ataukah
merupakan penyimpangan dari ketentuan fara’id. Persoalan ini
menunjukkan adanya ruang ketegangan antara kepastian normatif
dan realitas sosial.

Dalam kerangka wusii/ al-figh, prinsip maslahah memberikan
ruang pertimbangan terhadap kemanfaatan dan pencegahan
kemudaratan dalam wilayah mu ‘amalat. Najmuddin al-Ttfi, melalui
penafsirannya terhadap hadis la darar wa la dirar, menempatkan
kemaslahatan sebagai pertimbangan yang dapat diutamakan dalam
konteks sosial tertentu.® Pendekatan ini membuka kemungkinan
analisis terhadap praktik pembagian 1:1 sebagai bentuk pencarian

3 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 8,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), him, 5987-6075,

4 Ratno Lukito, Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the
Unbridgeable (London: Routledge, 2013), him. 1-25.

> Najmuddin al-Tufi, Syarh Hadis La Darar wa La Dirar, dalam
Majmii‘* Rasa’il al-Imam al-Tafi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998),
him. 113-148.
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kemaslahatan keluarga, sepanjang tidak menafikan prinsip-prinsip
dasar syariat.

Selain itu, praktik musyawarah dalam pembagian warisan di
Kampung Naga dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi normatif
antara adat dan syariat. Dalam teori negosiasi, penyelesaian konflik
diarahkan pada pencapaian kesepakatan yang mempertimbangkan
kepentingan para pihak melalui prinsip objektif dan konsensus.® Oleh
karena itu, kajian terhadap praktik kewarisan tersebut menjadi
penting untuk menelaah bagaimana norma tekstual berinteraksi
dengan realitas sosial serta bagaimana hukum Islam diaktualisasikan
dalam masyarakat adat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum
keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika pluralisme
hukum dan konstruksi keadilan substantif dalam konteks masyarakat
Muslim kontemporer.’

B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana negosiasi hukum adat dengan hukum Islam dalam
pembagian warisan masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran dan penalaran hukum tokoh agama dan
tokoh adat dalam pembagian warisan pada masyarakat
Kampung Naga Tasikmalaya?
3. Mengapa masyarakat muslim Kampung Naga Tasikmalaya
lebih memilih pembagian warisan sama rata secara hukum adat
daripada hukum Islam?

5 Roger Fisher dan William Ury, Getting to Yes: Negotiating Agreement
Without Giving In, 2nd ed. (New York: Penguin Books, 1991), him. 10-14

7 Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction
to Sunni Usil al-Figh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), him.
112-130.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengekplorasi bentuk-bentuk negosiasi hukum adat
dengan hukum Islam dalam pembagian warisan pada
masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya.

2. Untuk mendeskripsikan peran dan penalaran hukum tokoh
agama dan tokoh adat dalam pembagian warisan pada
masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya.

3. Untuk mengidentifikasi alasan masyarakat muslim Kampung
Naga Tasikmalaya lebih memilih pembagian waris secara adat
daripada hukum Islam.

Penelitian ini berkontribusi dalam dua aspek, Pertama, secara
teoritis disertasi ini memperkaya diskusi tentang pembagian warisan
di Indonesia, terutama dalam konteks negosiasi antara hukum adat
dan hukum Islam di Kampung Naga. Proses ini menggambarkan
bagaimana tradisi lokal dan ajaran agama bisa harmonis
berdampingan. Studi ini juga menyoroti pentingnya keanekaragaman
budaya dalam pembentukan hukum nasional serta fleksibilitas
penafsiran hukum Islam untuk mengakomodasi variasi budaya.
Kedua, secara praktis penelitian ini berguna bagi lembaga Pengadilan
Agama dan pembuat kebijakan dalam memahami realitas sosial
bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam bisa tercapai
demi kemaslahatan bersama. Selain itu, studi ini juga menjadi
inspirasi bagi masyarakat lain dalam memelihara tradisi lokal sambil
tetap mematuhi ajaran agama, serta mendorong kesetaraan dan
keadilan dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini menyajikan wawasan tentang pentingnya
keselarasan antara tradisi lokal dan hukum agama, serta bagaimana
hal tersebut bisa diterapkan dalam konteks yang lebih luas di
Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum adat dan hukum
Islam saling berdialog, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam
konteks pembagian warisan di Kampung Naga. Fokus utama
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penelitian ini adalah dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan-
keputusan pembagian warisan di masyarakat tersebut. Berbeda
dengan penelitian terdahulu yang cenderung deskriptif dan
komparatif, seperti studi banding antara hukum adat dan Islam,
penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan interpretatif.
Penulis menganalisis negosiasi antara norma adat dan prinsip hukum
Islam dalam praktik pembagian warisan, serta bagaimana masyarakat
Kampung Naga memanfaatkan kedua sistem hukum untuk mencapai
keputusan yang dianggap adil. Penelitian ini memberikan kontribusi
baru dengan menawarkan perspektif mendalam tentang interaksi
sosial dalam menyesuaikan kedua sistem hukum, yang tidak hanya
mengkaji hubungan hukum secara statistik, tetapi juga bagaimana
masyarakat menegosiasikan dan menyesuaikan kedua sistem hukum
tersebut. Penelitian ini dapat dianggap sebagai pelengkap dan
pengembangan lebih lanjut dari penelitian terdahulu yang ada, serta
memberikan gambaran yang lebih rinci tentang proses sosial yang
ada di masyarakat Kampung Naga. Penelitian ini mengisi celah
dalam literatur yang masih terbatas tentang negosiasi antara hukum
adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan, khususnya
di komunitas-komunitas yang masih mempertahankan adat istiadat
yang kuat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur yang ada dengan
menggali lebih dalam tentang proses sosial yang terlibat dalam
interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Penulis juga bertujuan
untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai negosiasi
hukum vyang terjadi dalam masyarakat tradisional, yang
menggabungkan dua sistem hukum dengan prinsip dan nilai yang
berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori
tentang interaksi hukum, akulturasi budaya, dan negosiasi sosial
dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural.

Penelitian mengenai interaksi antara hukum adat dengan
hukum Islam dalam pembagian warisan di Indonesia telah banyak
dilakukan, dengan fokus yang beragam tergantung pada lokasi dan
karakteristik masyarakat yang diteliti. Salah satu tipologi yang
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ditemukan dalam penelitian terdahulu adalah implementasi hukum
waris Islam yang terintegrasi dengan hukum adat. Misalnya, Asni
Zubair, Muljan, dan Rosita (2020)® menyoroti kolaborasi antara
hukum Islam dan adat Bugis melalui proses asimilasi, sinkretisme,
dan akulturasi, yang disesuaikan dengan adat lokal untuk
menciptakan keadilan. Penelitian lain oleh Muhammad Nasir dan
Khalidah (2019)° mengungkapkan bahwa masyarakat Samin dapat
menerima hukum Islam sambil menjaga nilai adat mereka,
menciptakan keseimbangan antara norma agama dan budaya. Sejalan
dengan itu, Gusri Muzainah dan Firgah Annajiyah Mansyuroh
(2020)° menjelaskan bagaimana komunitas Muslim Tionghoa di
Banjarmasin  mengadopsi  hukum  Islam  namun tetap
mempertahankan tradisi adat yang mengutamakan harmoni dan
kesetaraan gender. Penelitian-penelitian ini memberi gambaran
mengenai bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dengan nilai-
nilai lokal dalam konteks pembagian warisan.

Selain itu, terdapat juga penelitian dalam studi banding dan
ontologi hukum waris, seperti yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto
(2018),'* yang membandingkan perbedaan ontologis antara hukum
Islam dan adat Jawa. Penelitian ini menekankan bahwa hukum Islam
lebih  menekankan keadilan syariat, sementara adat Jawa
mengutamakan harmoni keluarga. Penelitian lain oleh Oemar

8 Asni Zubair, Muljan, Rosita, “Integrasi Hukum Islam Dan Hukum
Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”, Jurnal Hukum Keluarga,
Vol. 2, 2016, 1-19.

9 Muhammad Nasir & Khalidah, “Penyelesaian Pembagian Warisan Di
Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”,
Al Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1, Juni
2021, 33-49.

10 Gusti Muzainah, Firqgah Annajiyah Mansyuroh, “The Integration of
Islamic Law and Banjarese Customary Law in The Distribution of Inheritance
to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan”,
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum lIslam, Volume 6 No. 2 July-
Desember 2022, 678-702.

11 Agus Sudaryanto, “ Aspek Ontologi Pembagian Warisan Dalam
Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 3,
Oktober 2010, 534-552.
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Mochtar, Baren Valentino, dan Denita Cahyati (2021)!? membahas
perbedaan penerimaan warisan antara hukum Islam, adat, dan
perdata, dengan hasil yang menunjukkan bahwa hukum adat dan
perdata lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum Islam. Namun,
perbedaan ini lebih bersifat teoritis dan komparatif, tidak secara
langsung menyoroti proses interaksi antara kedua sistem hukum
tersebut dalam praktik.

Lebih jauh, dalam akulturasi hukum adat dan Islam, penelitian
oleh Ismail (2020)** mengungkapkan harmoni antara hukum adat dan
Islam di Minangkabau dengan filosofi "Adat Basandi Syara, Syara
Basandi Kitabullah”, yang menunjukkan bagaimana kedua sistem
hukum ini bisa bersinergi. Tyara Maharani, Hazar Kusmiyanti, dan
Djanurdi (2019)* juga meneliti bagaimana hukum adat dan Islam di
Kampung Naga berinteraksi melalui mediasi berbasis musyawarah
dalam pembagian warisan. Penelitian serupa oleh llyas, Faisal A.
Rani, dan Syamsul Bahri (2020)*> menunjukkan fleksibilitas Islam di
Aceh dalam mengakomodasi adat, seperti penerimaan terhadap
wasiat anak angkat. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan proses
akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam di berbagai daerah,
namun lebih fokus pada harmoni dan kesepakatan yang tercipta,
bukan pada dinamika negosiasi sosial yang ada di baliknya. Dalam
tipologi praktik hukum waris Islam dan adat, Fatahuddin Aziz

12 Oemar Moechtar, Baren Valentino, Denita Cahyanti, “ Kajian
Komparatif Lembaga Penolakan Waris Dalam Perspektif Hukum Waris Adat
Dan Islam”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 3 Desember 2020, 291-
301.

13 Ismail, “Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat Minangkabau”, Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No.
01, Januari-Juni 2017, 57-68.

14 Tyara Maharani, Hazar Kumayanti, Djanuardi, “Penyelesaian
Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum
Islam Dan Hukum Adat”, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 9, No. 10, Tahun 2021,
1821-1829.

15 Tlyas Ilyas, Faisal A Rani, Syamsul Bahri, Sufyan Sufyan, “The
Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance
in Aceh from a Pluralism Perspectives” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan
Hukum Islam, Volume 7 No. 2. July 2023, 897-919.
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Siregar (2018) mengamati bagaimana masyarakat Batak
mengadopsi hukum Islam dalam pembagian warisan meskipun adat
masih berperan besar. Penelitian oleh Syaikhu, Fahmi Hamdi, dkk.
(2020)'" di Dayak Ngaju menunjukkan bahwa prinsip Magasid asy
Syari’ah yang selaras dengan adat memungkinkan terciptanya
keseimbangan dalam pembagian warisan. Hal serupa juga dibahas
oleh Harnides, Syahrizal Abbas, dan Khairuddin (2020)!® yang
meneliti kesetaraan gender dalam pembagian warisan di Aceh
Selatan, di mana adat memberikan ruang bagi prinsip kesetaraan
gender dalam pembagian warisan. Penelitian-penelitian ini lebih
banyak membahas pengaruh penerapan hukum Islam dalam praktik
masyarakat, dengan fokus pada pengaruh hukum terhadap norma
sosial dan budaya yang ada.

Terakhir, dalam sistem pembagian warisan di berbagai lokasi,
beberapa penelitian menunjukkan berbagai variasi penerapan hukum
adat dan Islam dalam pembagian warisan. Hamid Pongliu dkk.
(2017)*° mengamati transformasi hukum adat menjadi hukum Islam
di Gorontalo, sedangkan Wasikoh Solaeman dkk. (2019)%
menemukan bahwa di Aceh, meskipun adat lebih dominan, edukasi
tentang Islam diperlukan untuk meningkatkan pemahaman

16 Fatahuddin Aziz Siregar, “Antara Hukum Islam dan Adat : Sistem
Baru Pembagian Harta Warisan”, Jurnal El Qanuny, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-
Desember 2019, 166-180.

17 Qyaikhu, M. Fahmi Al Amruzi, Mujiburrahman, Norwili, “Legal
Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju
Community in Central Kalimantan, Indonesia”, Samarah: Jurnal Hukum
Keluarga Dan Hukum Islam, VVolume 7, No. 1 March 2023, 195-215.

18 Harnides, Syahrizal Abbas, Khairuddin, “Gender Justice in
Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia”, Samarah, Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 7, No. 2 July 2023, 1293-1316.

1 Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, Nur Taufiqg
Sanusi, “Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota
Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah”, Jurnal Diskursus Islam: Vol. 06, No 2,
Agustus 2018, 361-400.

20 Wasikoh Solaeman, Saharuddin Ambo, Malpha Della Thalita, “ Figih
Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia”, Al Mujtahid : Journal Of Islamic
Family Law, Vol. 2, No. 2 (2022), 92-102.
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masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana
hukum adat bertransformasi dan berinteraksi dengan hukum Islam di
berbagai tempat, namun fokus penelitian lebih banyak pada sistem
dan regulasi hukum daripada proses negosiasi sosial yang terjadi di
lapangan. Secara keseluruhan, meskipun banyak penelitian yang
mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam
konteks pembagian warisan, penelitian ini menonjol karena
mengangkat aspek negosiasi sosial antara kedua sistem hukum
tersebut. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih
menekankan pada integrasi atau akulturasi hukum, serta lebih
terfokus pada penerapan sistem hukum tersebut dalam teori atau
praktik. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana
masyarakat Kampung Naga menegosiasikan dan menyesuaikan
kedua sistem hukum tersebut dalam pembagian warisan mereka.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur
yang ada tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menggali
lebih dalam mengenai proses sosial yang terlibat dalam interaksi
antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoretik dalam penelitian ini disusun sebagai landasan
konseptual untuk menganalisis praktik negosiasi antara hukum adat
dan hukum Islam dalam pembagian warisan. Teori-teori yang
digunakan meliputi teori negosiasi William Ury dan Roger Fisher,
teori struktural fungsional Talcott Parsons, teori Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument (TKI), serta teori mas/ahah menurut
Najmuddin al-Tafi. Keempat teori tersebut digunakan sebagai
perangkat analisis untuk membaca dimensi negosiasi, fungsi sosial,
pola resolusi konflik, serta legitimasi normatif dalam praktik hukum
kewarisan.
1. Teori Negosiasi Wiliam Ury dan Roger Fisher

Teori negosiasi yang dikembangkan oleh William Ury dan
Roger Fisher dalam Getting to Yes menekankan model principled
negotiation, yaitu negosiasi yang berorientasi pada kepentingan
substantif para pihak, bukan pada posisi formal yang dipertahankan.
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Model ini bertumpu pada empat prinsip utama: memisahkan orang
dari masalah, berfokus pada kepentingan, mengembangkan berbagai
pilihan sebelum menetapkan keputusan, dan menggunakan Kriteria
objektif sebagai dasar legitimasi kesepakatan. Selain itu, teori ini
memperkenalkan konsep Best Alternative to a Negotiated Agreement
(BATNA) sebagai ukuran rasional dalam menilai kelayakan suatu
kesepakatan.?

Negosiasi dalam perspektif ini dipahami sebagai proses
komunikasi timbal balik antara dua pihak atau lebih yang memiliki
perbedaan kepentingan. Perbedaan tersebut tidak diposisikan sebagai
pertentangan yang harus dimenangkan, melainkan sebagai situasi
yang perlu dikelola secara konstruktif guna menghasilkan solusi
yang dapat diterima bersama.?> Model principled negotiation
bertumpu pada empat prinsip utama. Pertama, memisahkan orang
dari masalah.?® Kedua, berfokus pada kepentingan, bukan posisi.?*
Ketiga, mengembangkan berbagai pilihan sebelum menetapkan
keputusan akhir.?> Keempat, menggunakan kriteria objektif sebagai
dasar legitimasi kesepakatan.?® Selain itu, teori ini memperkenalkan
konsep Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA), yaitu
alternatif terbaik yang dimiliki suatu pihak apabila kesepakatan tidak
tercapai. BATNA berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah
suatu kesepakatan layak diterima atau tidak.?’

Dalam konteks penelitian, teori ini relevan sebagai kerangka
analisis untuk memahami proses tawar-menawar norma dan
kepentingan dalam praktik penyelesaian sengketa atau perbedaan
interpretasi hukum. Penerapan teori ini memungkinkan analisis

2L Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, Getting to Yes:
Negotiating Agreement Without Giving In, 3rd ed. (New York: Penguin Books,
2011), him. 10-14.

22 |bid., him. 2-9.

2 |bid., him. 17-40.

24 Ibid., him. 41-57.

%5 Ibid., him. 58-80.

26 |bid., him. 81-94.

27 Ibid., him. 100-108.
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terhadap bagaimana standar objektif, kepentingan substantif, serta
pilihan rasional dinegosiasikan dalam suatu kesepakatan.?®

2. Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott
Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang
tersusun atas sejumlah struktur atau bagian yang saling berkaitan dan
saling bergantung. Setiap bagian dalam sistem tersebut memiliki
fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan dan
keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian,
masyarakat dipahami bukan sebagai kumpulan individu yang berdiri
sendiri, melainkan sebagai tatanan normatif yang diikat oleh nilai,
peran, dan institusi sosial yang terorganisasi secara sistemik.?®

Dalam kerangka ini, stabilitas sosial tidak terjadi secara
otomatis, melainkan dipertahankan melalui mekanisme fungsional
yang bekerja di dalam sistem. Parsons menegaskan bahwa setiap
sistem sosial harus memenuhi empat fungsi imperatif agar tetap
bertahan dan seimbang. Empat fungsi tersebut dikenal dengan skema
AGIL, yaitu: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency
(Pattern  Maintenance).®® Fungsi Adaptation mengacu pada
kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta
mengelola sumber daya yang tersedia. Goal Attainment berkaitan
dengan kemampuan sistem menetapkan tujuan kolektif dan
mengorganisasi sumber daya untuk mencapainya. Integration
menunjuk pada kebutuhan menjaga kohesi dan mengatur hubungan
antarbagian dalam sistem agar tidak terjadi disintegrasi. Sementara
itu, Latency atau Pattern Maintenance berfungsi memelihara pola
nilai dan motivasi yang menjadi dasar keberlangsungan sistem
sosial.3

28 1bid., him. 94-108.

2 Talcott Parsons, The Social System (New York: Free Press, 1951),
him. 3-36.

%0 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory (New York: Free
Press, 1954), him. 60-83.

31 Talcott Parsons, The Social System, him. 24-30.
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Parsons menguraikan konstruksi teoretis ini secara sistematis
dalam The Social System, yang menjelaskan hubungan antara sistem
tindakan, norma, dan institusi sosial. Kerangka tersebut kemudian
diperluas dalam karya-karya lanjutannya yang menempatkan teori
sistem sosial sebagai landasan analisis terhadap keteraturan dan
perubahan sosial.*?

3. Teori Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI)

Thomas—Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) merupakan
model analisis konflik yang dikembangkan oleh Kenneth W. Thomas
dan Ralph H. Kilmann untuk mengidentifikasi pola respons individu
atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik. Model ini tidak
menilai konflik sebagai fenomena negatif, melainkan sebagai
dinamika sosial yang dapat dikelola melalui pilihan strategi tertentu.
Fokus utama teori ini adalah bagaimana aktor menentukan sikap
ketika terjadi perbedaan kepentingan.®

TKI dibangun atas dua dimensi dasar, yaitu assertiveness
(ketegasan) dan cooperativeness (kerja sama). Assertiveness
menunjukkan tingkat upaya seseorang dalam memperjuangkan
kepentingannya sendiri, sedangkan cooperativeness menunjukkan
tingkat kesediaan untuk mempertimbangkan dan memenuhi
kepentingan pihak lain. Kombinasi kedua dimensi ini menghasilkan
variasi gaya penyelesaian konflik yang berbeda.3*

Berdasarkan dua dimensi tersebut, Thomas dan Kilmann
mengklasifikasikan lima gaya penyelesaian konflik. Pertama,
competing, yaitu gaya yang menonjolkan ketegasan tinggi dan kerja
sama rendah, di mana aktor berupaya memenangkan kepentingannya
sendiri. Kedua, collaborating, yaitu ketegasan dan kerja sama sama-
sama tinggi, yang bertujuan mencari solusi integratif yang

%2 Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative
Perspectives (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), him. 17-29.

3 Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument (Tuxedo, NY: Xicom, 1974), him. 3-7.

34 Kenneth W. Thomas, “Conflict and Conflict Management,” dalam
Handbook of Industrial and Organizational Psychology, ed. Marvin D.
Dunnette (Chicago: Rand McNally, 1976), him. 891-894.
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memuaskan semua pihak. Ketiga, compromising, Yyaitu posisi
moderat pada kedua dimensi, yang menghasilkan solusi tengah
melalui konsesi timbal balik. Keempat, avoiding, yaitu ketegasan dan
kerja sama sama-sama rendah, yang ditandai dengan penghindaran
terhadap konflik. Kelima, accommodating, yaitu kerja sama tinggi
namun ketegasan rendah, di mana kepentingan pihak lain lebih
diutamakan.®®

Secara teoretis, TKI memberikan perangkat konseptual untuk
memetakan kecenderungan perilaku aktor sosial dalam situasi
konflik. Model ini membantu menjelaskan mengapa dalam konteks
tertentu dipilih pendekatan kompetitif, kolaboratif, kompromi,
penghindaran, atau akomodasi. Dengan demikian, Thomas—Kilmann
Conflict Mode Instrument (TKI) merupakan model analisis konflik
yang dibangun atas dua dimensi, Yyaitu assertiveness dan
cooperativeness. Kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan
lima gaya penyelesaian konflik: competing, collaborating,
compromising, avoiding, dan accommodating. Model ini
menjelaskan variasi respons individu atau kelompok dalam
menghadapi situasi konflik berdasarkan tingkat ketegasan dan tingkat
kerja sama yang ditunjukkan.

4. Teori Maslahah Al —Tufi

Konsep maslahah merupakan salah satu prinsip fundamental
dalam disiplin usil al-figh yang berkaitan dengan orientasi tujuan
hukum Islam (magasid al-syari‘ah). Secara konseptual, maslahah
dipahami sebagai segala hal yang membawa kemanfaatan dan
mencegah kemudaratan bagi manusia dalam rangka menjaga tujuan-
tujuan syariat, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.®® Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, konsep ini

35 Thomas dan Kilmann, Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument,
him. 8-12.

% Abu Ishagq al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usil al-Syari‘ah, jilid I
(Beirut: Dar al-Ma‘rifah), him. 8-20; Wahbah al-Zuhayli, Usi!/ al-Figh al-
Islami, jilid 1T (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), him. 799-804.
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menjadi instrumen penting dalam menjembatani teks normatif
dengan realitas sosial.

Najmuddin al-Taff (w. 716 H) memberikan formulasi yang
khas terhadap konsep maslahah, terutama dalam risalahnya tentang
hadis la darar wa la dirar (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh
saling membahayakan). Dalam penafsirannya, al-Tafi menempatkan
prinsip pencegahan mudarat dan perwujudan kemaslahatan sebagai
pertimbangan utama dalam penetapan hukum, khususnya dalam
ranah sosial.3” Pemikirannya kemudian banyak dikaji oleh para
sarjana kontemporer sebagai bentuk ijtihad progresif dalam kerangka
usul al-figh. Al-TGft berpendapat bahwa dalam wilayah mu ‘amalat
dan ‘adat, maslahah dapat diprioritaskan atas dalil-dalil seperti ijma‘
dan qiyas, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat‘t
(pasti). Dengan kata lain, ketika terjadi ketegangan antara
pertimbangan kemaslahatan dan hasil penalaran analogis, maka
kemaslahatan yang nyata bagi manusia dapat didahulukan, sepanjang
tidak menyalahi ketentuan teks yang eksplisit dan definitif.3®
Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis dalam
memahami hukum Islam pada ranah sosial-kemasyarakatan. Konsep
al-Tufl tersebut berbeda dari konstruksi maslahah mursalah dalam
tradisi Malikiyyah yang tetap menempatkan kemaslahatan dalam
kerangka keterikatan pada prinsip umum syariat. Selain itu,
pendekatan al-Tuft juga tidak identik dengan sistematika maqasid
yang dirumuskan secara komprehensif oleh al-Shatibi dalam al-
Muwafagat, yang menyusun tujuan-tujuan syariat secara hierarkis
dan metodologis.®® Dengan demikian, teori maslahah al-Tufi
memiliki karakter tersendiri dalam khazanah pemikiran hukum
Islam. Najmuddin al-Tufi menempatkan maslahah sebagai
pertimbangan utama dalam penetapan hukum pada ranah mu‘amalat
dan ‘adat, sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang bersifat
gatt. Menurutnya, dalam wilayah sosial-kemasyarakatan,

87 Najmuddin al-Tafi, Shark Hadith La Darar wa La Dirar, dalam
Majmii “ Rasa’il al-Tuafi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1998), him. 23-31.

38 Wahbah al-Zuhayli, Usiil al-Figh al-Isiami, jilid 11, him. 808-812.

39 Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafagat, jilid 11, hlm. 17-38.
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pertimbangan kemaslahatan dapat diprioritaskan atas dalil-dalil
seperti ijma‘ dan giyas apabila terdapat kebutuhan nyata yang
menuntut perlindungan terhadap kepentingan manusia. Pandangan
ini menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis dalam kerangka
usul al-figh.

F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang berbasis
data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah
kemanusiaan atau kemasyarakatan secara mendalam dengan
menyusun gambaran yang komprehensif dan holistik, sesuai dengan
pandangan rinci dari para informan. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti menangkap komplekssitas fenomena sosial secara utuh,
berdasarkan pengalaman dan perspektif para partisipan dalam
konteks nyata.*® Penulis akan mendeskripsikan data-data yang
ditemukan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka
teoritik yaitu teori maslahah Al Tufi, Teori negosiasi Wiliam Ury
dan Roger Fisher, teori struktural fungsional Talcott Parsons dan
Teori Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI) untuk
mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat tentang tema yang
sedang penulis teliti yaitu negosiasi hukum adat dan hukum Islam
dalam pembagian warisan pada masyarakat adat di Tasikmalaya.
Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah pada masyarakat
Kampung Naga Tasikmalaya.

2. Pendekatan Teori
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal* yang
dipadukan dengan perspektif sosiologis untuk menganalisis praktik
pembagian warisan di Kampung Naga secara menyeluruh.
Pendekatan sosio-legal menekankan analisis terhadap hukum dalam

40 Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Depok: Papas
Sinar Sinanti, 2015), him. 17.

41 Ratno Lukito, Sosiologi Hukum (Islam) Merealisasikan Quid Juris
dan Quid Facti, him. 40.
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praktik sosial nyata, sedangkan perspektif sosiologis memungkinkan
pemahaman terhadap interaksi sosial, norma budaya, dan pengaruh
agama dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka pendekatan
ini, teori-teori digunakan sebagai alat analisis: teori negosiasi
William Ury dan Roger Fisher beserta BATNA membantu
memahami proses tawar-menawar dan alternatif keputusan ketika
terjadi perbedaan kepentingan antar ahli waris; teori struktural
fungsional Talcott Parsons menjelaskan peran tokoh agama dan adat
dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial melalui fungsi-
fungsi AGIL; teori Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument
(TKI) memetakan gaya penyelesaian konflik yang dipilih tokoh
masyarakat sesuai dengan nilai budaya dan sosial; dan teori
maslahah Al-Tufi menekankan prinsip kemaslahatan publik dalam
pembagian warisan untuk menjaga harmoni sosial sekaligus
mempertahankan tujuan hukum Islam. Integrasi antara pendekatan
sosio-legal, perspektif sosiologis, dan teori-teori ini memungkinkan
penelitian menangkap praktik nyata, dinamika sosial, dan strategi
pengelolaan konflik secara komprehensif serta sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar,
artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto,
cerita, gambar, artifacts, dan bukan berupa angka hitung-hitungan.
Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas
dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah
diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas
keinginan mereka untuk memberikan informasi yang diutuhkan.*?
Dalam hal ini peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data dan
tidak dapat didelegasikan, karena pengertian yang mendalam
biasanya berkembang dalam proses pengumpulan data atau
wawancara, maka ada tiga jenis data untuk menyajikan data
penelitian sebagai berikut:

42 ] R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan
Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010, him. 108.
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a. Observasi data yang diperoleh melalui pengamatan, data yang
diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk
sikap, tindakan, pembicaraan, interaksii interpersonal dan lain-
lain.*® Secara spesifik, data observasi dan lapangan mencakup:
Mekanisme Musyawarah Warisan: Pengamatan terhadap
praktik pembagian warisan yang dilakukan melalui
musyawarah yang melibatkan ahli waris, tokoh adat, tokoh
agama, dan perangkat desa. Penerapan Prinsip Keadilan:
Pengamatan terhadap penerapan konsep adat repeh rapih yang
menjamin pembagian warisan yang setara (1:1) antara laki-laki
dan perempuan, yang dilakukan untuk mencegah konflik dan
mempertahankan harmoni komunitas. Kasus Pembagian
Warisan: Data kasus konkret pembagian warisan pada
beberapa keluarga di Kampung Naga, yang menunjukkan
dinamika implementasi hukum adat dan hukum Islam dalam
praktik nyata. Contoh kasus yang dianalisis mencakup
keluarga. Bapakkrk Oid dan lIbu Upin, Bapakkrk Tatang
Ruhimat dan Ibu Kartisah, Bapakkrk Suharja dan 1bu Romlah,
Bapakkrk Suharja dan Ibu Maiyoh, Bapakkrk Hatimi dan Ibu
Sarsih, Bapakkrk Nadin dan Ibu Aminah.

b. interview* data yang diperoleh melalui wawancara yang
mendalam (in-depth) dengan menggunakan pertanyaan open-
ended. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat,
perasaan dan pengetahuan yang diperoleh dari narasumber.
Disertasi  ini ~ mengidentifikasi  jenis-jenis  informan
(narasumber) kunci yang menjadi sumber data melalui
wawancara mendalam: Tokoh Adat (Customary Leaders),
Tokoh Agama (Religious Figures), contohnya Bapakkr lin,
Masyarakat Kampung Naga (Kampung Naga Community),
Perangkat Desa (Village Officials), berfungsi sebagai saksi,
Ahli Waris dari enam keluarga yang dijadikan studi kasus.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 226.

4 Komarudin, Kamus Ilmiah Skripsi dan Tesis, (Bandung: Angkasa,
1974), him. 31.
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Alasan Pemilihan informan, Pertama, alasan akademik
pemilihan ini didasarkan pada pendekatan sosio-legal yang
fokus pada realitas praktik hukum (law in practice atau quid
facti) di masyarakat, bukan hanya pada hukum normatif (law
in books atau quid juris). Untuk mengamati praktik nyata ini,
informan haruslah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam
proses tersebut. Aktor Kunci Negosiasi: Tokoh agama dan
tokoh adat dipilih karena mereka adalah pemimpin dan
mediator utama dalam penyelesaian konflik dan musyawarah
pembagian warisan, memastikan adanya kolaborasi dan
kompromi antara nilai adat dan agama. Memperoleh Data yang
Mendalam: Penggunaan wawancara mendalam dengan
pertanyaan terbuka (open-ended) menuntut peneliti untuk
berinteraksi dengan informan kunci yang memiliki persepsi,
pendapat, perasaan, dan pengetahuan yang mendalam
mengenai topik negosiasi warisan.

Dokumen* merupakan kajian dari bahan dokumenter yang
tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat,
catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahkan bisa
juga berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam
buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk
dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat
pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah
bahan atau teks tersebut.

Jadi data penelitian kualitatif diperolenh dengan berbagai

macam cara Yaitu, observasi, wawancara, dokumen. Perolehan data
dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi (triangulation).

Alasan menggunakan triangulasi adalah untuk meningkatkan

keabsahan dan kekuatan temuan melalui proses pengecekan data dari
berbagai sumber, metode, waktu atau sudut pandang teori. Dalam
banyak penelitian kualitatif, penelitian umumnya menggunakan

teknik triangulasi dalam arti menggunakan interview dan observasi.

45V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Peraktis, dan

Mudah Dipahami, him. 21.
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Pengumpulan data metode kualitatif menuntut keahlian, keterampilan
dan pengetahuan peneliti dengan kata lain, kredibilitas peneliti sangat
diandalkan. Peneliti juga harus terlibat dan memahami masalah
penelitian. Pengumpulan data harus dijalankan dengan sistematis,
tekun dan bukan hanya sekedar berada di tempat penelitian atau
mengadakan pembicaraan singkat dengan partisipan, seperti tokoh
adat, tokoh agama, dan masyarakat Kampung Naga terlibat dalam
penggalian data. Keterlibatan peneliti harus benar-benar berkualitas,
baik dari segi pemahaman akan konteks yang ada, maupun jangka
waktu keterlibatan harus benar-benar cukup untuk sungguh-sunggug
memahami keadaan tempat penelitian secara mendalam.*®

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data yang diperoleh, penulis
menggunakan analisis data yang telah terkumpul secara kualitatif,*’
dengan menggunakan metode induktif-deduktif.*® Induktif adalah
cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari
peristiwva yang kongkrit, kemudian dikumpulkan sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan. Deduktif merupakan penarikan
kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan khusus. Setelah data terkumpul,
langkah selanjutnya yakni teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis
melakukan analisa data melalui tiga tahap yang berupa reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut
sebagai berikut: Pertama, Reduksi Data. Pada tahap ini, penulis
memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari data primer
dan sekunder. Tujuan dari tahap ini untuk melakukan pemilihan,
pemfokusan, penyederhanaan, abtraksi dan pentransformasian data
untuk menemukan data yang sesuai dengan fokus objek penelitian.
Kedua, Penyajian Data. Data yang sudah direduksi kemudian

4% J R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan
Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010, him. 110.

47 Sutrisno Hadi, Metodology Research, (Yogyakarta: Yayasan
Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), him. 42.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, him. 56.
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disajikan hingga memberikan pemahaman agar dapat menentukan
langkah proses berikutnya. Ketiga, Penarikan Kesimpulan (verifikasi
data). Tahap ini dilakukan untuk menemukan konklusi (penarikan
kesimpulan data) sebagai hasil temuan penelitian.

Adapun pada tahap verifikasi data, terdapat teori yang
digunakan sebagai teori analisis. Pertama, teori Negosiasi William
Ury dan Roger Fisher digunakan untuk menganalisis musyawarah
pembagian waris di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, teori
ini mendalami strategi negosiasi berdasarkan prinsip untuk mencapai
kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, teori William Ury
dan Roger Fisher tentang Negosiasi, digunakan untuk
mendeskripsikan sekaligus mengeksplor bagaimana bentuk-bentuk
negosiasi hukum adat dan hukum Islam dilakukan di Kampung Naga
dapat dianalisis dengan mempertimbangkan bagaimana pihak-pihak
yang terlibat mencari kepentingan bersama dan mencari solusi win-
win solution.

Kedua. Teori Conflict Mode Instrument Kenneth W. Thomas
dan Ralph H. Kilman, teori ini digunakan karena di masyarakat
Kampung Naga Tasikmalaya dalam pembagian warisan, seringkali
melibatkan peran tokoh agama dan tokoh adat. Maka untuk
menganalisis peran serta penalaran hukum tokoh agama dan tokoh
adat dalam proses pembagian warisan. Dalam konteks pembagian
warisan di masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, seringkali ada
dinamika yang kompleks antara aturan adat dan aturan agama. Tokoh
agama dan tokoh adat dapat berperan sebagai pemimpin dalam
menyelesaikan konflik, baik dengan mempromosikan kerjasama dan
kompromi atau dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat
mereka. Maka kita dapat menganalisis peran dan penalaran hukum
mereka menggunakan teori ini mengidentifikasi lima gaya berbeda
dalam menangani konflik yaitu forcing (memaksa), collaborating
(kolaborasi), compromising (kompromi), avoiding (menghindar) dan
accomodating (akomodasi). Ketiga, teori Talcott Parsons tentang
Struktur Fungsional, dalam hal ini dapat menerapkan konsep struktur
fungsional untuk memahami peran yang dimainkan oleh tokoh
agama dan tokoh adat dalam masyarakat Kampung Naga
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Tasikmalaya. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana
mereka berkontribusi pada pemeliharaan struktur sosial dan norma-
norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Keempat, teori masiahah
al-Tufi untuk memahami bagaimana masyarakat Kampung Naga
Tasikmalaya, dalam konteks mereka, melihat pembagian warisan
secara adat lebih sesuai dengan prinsip maslahah yang dimana
mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah potensi
perselisihan diantara ahli waris.

G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika penulisan dalam disertasi ini terbagi dalam enam
bab dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, berfungsi sebagai fondasi akademik
penelitian yang memuat latar belakang masalah mengenai
dinamika pluralisme hukum dalam pembagian warisan di
Kampung Naga, perumusan tiga pokok masalah penelitian,
tujuan dan kegunaan penelitian secara teoretis maupun prakis,
tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoretik,
metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan sosio-legal,
serta sistematika pembahasan keseluruhan naskah.

Bab Il Kerangka Teoretis Hukum Kewarisan Islam dan
Hukum Kewarisan Adat, memaparkan landasan teoretis-normatif
komparatif mengenai dua sistem hukum utama yang dikaji.
Pembahasan mencakup dasar hukum fara’id, asas-asas
kewarisan Islam, klasifikasi ahli waris, prosedur pembagian,
serta konsep kunci seperti tasaluh dan magasid al-syari‘ah
dalam rujukan Pasal 183 dan 189 Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Bagian kedua bab ini menguraikan hukum kewarisan adat
yang meliputi sistem kekerabatan, unsur dan syarat kewarisan,
asas-asas adat, hingga bentuk-bentuk harta peninggalan.

Bab Il Setting Sosial dan Sistem Hukum Masyarakat
Kampung Naga, menyajikan deskripsi mendalam mengenai
konteks etnografis dan sosio-kultural lokasi penelitian di Desa
Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Bab ini
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menguraikan kondisi sosio-geografis, potret pluralitas sosial,
struktur kelembagaan adat (Kuncen, Punduh, dan Lebe), tata
kelola pemerintahan desa, serta sistem nilai kearifan lokal
(worldview) dalam menata ruang, waktu, dan perilaku
masyarakat yang mendasari praktik hukum mereka.

Bab IV Bentuk Pranata dan Negosiasi Hukum Adat dengan
Hukum Islam dalam Pembagian Warisan, secara khusus
difokuskan untuk mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah
Pertama. Bab ini mengidentifikasi bentuk-bentuk pranata lokal
peralihan harta (hibat, guar waris, pukul waris, buka waris,
pulang waris, sumun, aor kasab, dan ngarasanan),
merekonstruksi data empiris pembagian warisan pada 6 (enam)
keluarga studi kasus ke dalam tiga tipologi (kesetaraan murni,
kesetaraan terstruktur, dan ahli waris tunggal), menganalisis
dialektika tawar-menawar norma melalui teori Principled
Negotiation (Fisher & Ury), serta merumuskan sintesis titik temu
triadik antara hukum adat, fikih Islam (takharuj), dan hukum
negara (Pasal 183 KHI).

Bab V Peran Fungsional dan Penalaran Hukum Tokoh
Agama dan Tokoh Adat, secara khusus difokuskan untuk
mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah Kedua. Bab ini
menguraikan profil kepemimpinan triadik (trias politica budaya-
agama) antara Lebe, Punduh, dan Kuncen, menganalisis fungsi
struktural para aktor dalam mempertahankan stabilitas sistem
sosial melalui skema imperatif AGIL Talcott Parsons,
membedah gaya penyelesaian konflik para tokoh menggunakan
model Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), serta
merekonstruksi konvergensi penalaran hukum kontekstual (legal
reasoning) para tokoh yang dijembatani oleh kaidah al- ‘adah al-
muhakkamabh.

Bab VI Rasionalitas Preferensi Masyarakat terhadap
Pembagian Waris Sama Rata (1:1), secara khusus difokuskan
untuk mengkaji dan menjawab Rumusan Masalah Ketiga. Bab
ini  menganalisis alasan sosio-kultural masyarakat dalam
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memelihara falsafah repeh rapih guna memitigasi konflik
persaudaraan (bencekeweng) dan melindungi tanah pusaka
(jimat), menguji rasionalitas praktik tersebut melalui filsafat
hukum magslakzah Najmuddin al-TGfi dan magasid al-syari‘ah,
membedah dimensi keadilan substantif berbasis hermeneutika
gender Islam (Amina Wadud dan Asma Barlas), serta
menyintesiskan kedudukan pembagian 1:1 sebagai hukum yang
hidup (living law) yang sah menurut syariat melalui pintu
tasaluh.

Bab VII Penutup, menyajikan kristalisasi dari seluruh hasil
penelitian berupa kesimpulan komprehensif yang dirumuskan
secara tegas ke dalam tiga poin pokok sesuai urutan rumusan
masalah penelitian, serta menyajikan implikasi teoretis,
kontribusi empiris, limitasi studi, dan saran-saran rekomendasi
praktis bagi akademisi, praktisi peradilan agama, dan pembuat
kebijakan.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis empiris, teoretis, dan
filosofis mengenai dinamika kewarisan pada masyarakat adat
Muslim Kampung Naga, kesimpulan penelitian ini dirumuskan
secara simetris guna menjawab tiga rumusan masalah pokok sebagai
berikut: Pertama, Negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam
dalam pembagian warisan di Kampung Naga termanifestasi dalam
Model Negosiasi Integratif-Akomodatif (Integrative-Accommodative
Model). Negosiasi ini tidak berlangsung dalam corak dikotomi-
konfrontatif atau subordinatif, melainkan melalui operasionalisasi
Principled Negotiation (Fisher & Ury) yang bertransendensi menjadi
negosiasi relasional-komunal. Teks doktrinal fara’id (2:1) tidak
diposisikan sebagai objek penolakan, melainkan ditempatkan secara
terhormat sebagai instrumen penetapan hak awal (tabyin al-haqq).
Rekonsiliasi menuju pembagian sama rata (1:1) dicapai melalui pintu
fikih perdamaian (tasaluh) dan pelepasan hak sukarela (tanazul) oleh
pihak laki-laki atas dasar kerelaan penuh (‘an taradin). Proses ini
diperkuat oleh serangkaian pranata adat yang mapan (hibat, guar
waris, pukul/buka waris, pulang waris, sumun, aor kasab, dan
ngarasanan). Hasil konsensus lisan tersebut memperoleh pengakuan
dan kekuatan hukum triadik: sah secara syar'i melalui jalan al-sulh,
sah secara kultural melalui asas repeh rapih, dan sah secara yuridis-
formal melalui Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
terkonversi ke dalam register pertanahan desa (Letter C/SPPT).
Kedua, Penyelesaian kewarisan di Kampung Naga dikelola
melalui mekanisme kepemimpinan komplementer (complementary
dual authority) yang merefleksikan bekerjanya skema AGIL
(Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari Talcott
Parsons serta resolusi konflik berbasis Thomas-Kilmann Conflict
Mode Instrument (TKI). Tokoh Agama (Lebe) menjalankan peran
normatif-syar'i dengan gaya akomodatif (accommodating);
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penalarannya berorientasi pada ijtihad tatbigi yang memindahkan
diskursus waris dari wilayah fa‘abbudr kaku ke ranah mu ‘amalat
(hagq al-mal) dengan memprioritaskan kaidah pencegahan
kerusakan (dar 'u al-mafasid). Di sisi lain, Tokoh Adat (Punduh dan
Kuncen) menjalankan fungsi mediasi praktis dan pemeliharaan
kosmologi  nilai; Punduh  menerapkan gaya kolaboratif
(collaborating) untuk merumuskan keadilan distributif-proporsional
serta integrasi administrasi negara, sedangkan Kuncen menegakkan
fungsi latensi melalui etika triadik (wasiat, amanat, akibat) guna
menjaga status kesucian tanah pusaka (jimat). Kedua corak penalaran
ini berkonvergensi secara dialektis melalui jembatan kaidah al- ‘Gdah
al-muhakkamah, membuktikan bahwa otoritas agama dan adat
mampu berkolaborasi secara simbiotik tanpa memicu konflik
yurisdiksi.

Ketiga, masyarakat adat Muslim Kampung Naga dalam
memilih pembagian warisan sama rata (1:1) bukanlah bentuk
resistensi sekularistik terhadap syariat Islam, melainkan pilihan
rasional-kontekstual yang berakar pada konvergensi tiga pilar
rasionalitas fundamental: Rasionalitas Sosio-Kultural: Pilihan 1:1
berfungsi sebagai instrumen mitigasi konflik paling efektif guna
merawat pandangan hidup tertinggi berupa repeh rapih (harmoni
sosial), mengeliminasi perpecahan keluarga (bencekeweng),
menghindari sanksi metafisik (matak tumpur) dan stigma teu hade,
serta menjaga keutuhan tanah pusaka (jimat) agar tidak teralienasi ke
pihak luar melalui sistem bagi hasil agraris (nengah bagi dua).
Rasionalitas Filsafat Kemaslahatan Hukum Islam:
Mengoperasionalkan teori maslahah Najmuddin al-Tafi dalam ranah
muamalah, di mana upaya memelihara keutuhan silaturahmi (dar 'u
al-mafasid) didahulukan daripada penerapan angka matematis kaku.
Pilihan ini secara simultan merealisasikan pilar magasid al-syari ‘ah
(terutama hifz al-nasl dan hifz al-mal) serta memenuhi seluruh
parameter kebiasaan yang sah (‘urf sahih). Rasionalitas Keadilan
Substantif Gender: Merefleksikan hermeneutika keadilan berbasis
Tauhid dan moral reciprocity (Amina Wadud & Asma Barlas).
Pembagian 1:1 merespons transformasi pembagian beban nafkah
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keluarga kontemporer sekaligus memberikan pengakuan setara atas
kerja-kerja pengasuhan dan perawatan orang tua di masa usia senja
(care work) yang dilakukan oleh anak perempuan (sebagaimana
terlihat dalam alokasi aset cadangan sagunuk).

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan temuan analisis empiris, teoritis, dan
kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan
sejumlah rekomendasi strategi bagi para pemangku kepentingan.
Pertama, bagi lembaga kompromis dan praktisi mediasi, para hakim
serta mediator di lingkungan Pengadilan Agama direkomendasikan
untuk tidak semata-mata menutup mata pada pendekatan legal-
formalistik yang kaku berdasarkan angka matematis fara'id .
Mediator peradilan perlu mengadopsi paradigma negosiasi
relasional-komunal dan secara aktif memfungsikan ketentuan Pasal
183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pintu fasaluh dan
melepaskan hak sukarela ( tanazul ). Ketentuan tekstual 2:1
hendaknya diposisikan sebagai dasar pengenalan hak normatif awal (
tabyin al-haqq ), yang kemudian membuka ruang bagi para pihak
untuk bermufakat menuju Pembagian sama rata (1:1) demi merawat
keharmonisan silaturahmi ( repeh rapih) dan mencegah mudarat
perpecahan keluarga ( dar'u al-mafasid). Selain itu, mediator
melakukan diskusi penting untuk mempertimbangkan kerja-kerja
pengasuhan dan perawatan orang tua di usia senja ( care work )
sebagai variabel kontribusi substantif yang sah dalam menjustifikasi
alokasi aset cadangan keluarga.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan pembaharu hukum
nasional, Mahkamah Agung bersama Kementerian Agama Republik
Indonesia menyarankan untuk memanfaatkan temuan disertasi ini
sebagai referensi empiris dalam hukum pembaruan keluarga Islam
dan penyusunan peraturan hukum terapan peradilan agama.
Pembaharuan peraturan ke depan perlu secara eksplisit
mengakomodasi kedudukan adat yang sahih ( wrf sahih ) sebagai
hukum yang hidup yang mendukung penerapan syariat, serta
menyusun panduan baku mediasi berbasis kearifan lokal. Di tingkat
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daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kantor
Pertanahan (ATR/BPN), dan Pemerintah Desa Neglasari diharapkan
merumuskan tata kelola administrasi pertanahan yang adaptif
terhadap keberadaan tanah pusaka adat ( fet ). Penguatan pencatatan
administrasi desa (buku Surat C dan SPPT) atas dasar ikrar lisan
yang disetujui oleh otoritas adat dan agama sangat krusial guna
memberikan kepastian yuridis ( rechtzekerheid ) tanpa mencederai
ketentuan nilai adat yang melarang alienasi tanah kepada pihak luar.

Ketiga, bagi komunitas adat, pemangku otoritas lokal ( Kuncen
, Punduh, dan Lebe ) diharapkan terus memelihara pola
kepemimpinan  komplementer triadik yang terbukti efektif
menyeimbangkan doktrin keagamaan dengan pelestarian etika adat
(papagon hirup). Pewarisan literasi nilai wasiat, amanat, dan akibat,
serta tata cara pengelolaan agraris kemitraan (nengah bagi dua) perlu
terus ditransmisikan secara konsisten kepada generasi penerus,
khususnya generasi yang hidup di perantauan, agar ikatan moral dan
tanggung jawab terhadap tanah leluhur tidak terputus. Terakhir, bagi
kalangan akademisi dan peneliti lanjutan, disarankan untuk
melakukan pengujian komparatif terhadap model negosiasi
integratif-akomodatif ini pada komunitas adat dengan sistem
kekerabatan lain di Indonesia, seperti masyarakat patrilineal murni
maupun matrilineal. Pengkajian lanjutan ini penting guna
memperluas daya jangkau teori konvergensi triadik serta mendalami
adaptasi pengelolaan aset adat di tengah arus modernisasi dan
dinamika sosial-ekonomi kontemporer.
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Tasikmalaya, hari Minggu, 9 April 2023, Pukul 08.00 WIB

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
hari Minggu, 6 Mei 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB., hari Jum’at, 4
Agustus 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB, hari Jum’at, 4
Agustus 2023, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB., hari Sabtu, 5
Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada hari Minggu, 7 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada hari Minggu, 16 April 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada hari Minggu, 9 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada hari Minggu, 30 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada tanggal 25 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kampung
Naga,hari Minggu, 14 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB.
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Wawancara dengan Iin tokoh agama pada masyarakat Kampung
Naga, pada hari Senin, 10 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Iin tokoh agama pada masyarakat Kampung
Naga, pada hari Senin, 10 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan lin tokoh agama pada masyarakat Kampung
Naga, pada hari Minggu, 30 Juli 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan lin, tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
hari Kamis, 8 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB. hari Sabtu, 5
Agustus 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Ijad masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya,
Pada hari Jum’at, 7 Juni 2024, Pukul 08.00 Wib.

Wawancara dengan Ijad pemandu (guide) masyarakat Kampung
Naga, pada hari Jum’at, 26 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Karmadi masyarakat Kampung Naga
Tasikmalaya, Pada hari Jum’at, 7 Juni 2024, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan Ma’un sesepuh dan tokoh adat masyarakat
Kampung Naga, hari Sabtu, 23 September 2023, Pukul 09.00
WIB.

Wawancara dengan Ma’un sesepuh dan tokoh adat masyarakat
Kampung Naga, pada hari Minggu, 7 Mei 2024, pukul 09.00
WIB.

Wawancara dengan Ma’un tokoh adat dan sesepuh masyarakat
Kampung Naga, pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 16.00
WIB.

Wawancara dengan Maun tokoh adat dan sesepuh masyarakat
Kampung Naga, hari Minggu, 16 April 2023.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) dan masyarakat
Kampung Naga, hari Sabtu, 2 Desember 2023, Pukul 10.00
WIB.
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Wawancara dengan Risman pemandu (guide) dan masyarakat
Kampung Naga hari Sabtu, 3 Desember 2023, Pukul 11.00
WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) dan masyarakat
Kampung Naga hari Sabtu, 3 Desember 2023, Pukul 12.00
WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) dan masyarakat
Kampung Naga, hari Sabtu, 2 Desember 2023, Pukul 09.00
WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) masyarakat Kampung
Naga, pada hari Minggu, 14 Mei 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) masyarakat Kampung
Naga, pada hari Jum’at 9 Juni 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Risman pemandu (guide) masyarakat Kampung
Naga, pada hari Minggu, 23 Juli 2023, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga ,
hari Kamis, 13 April 2023, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga,
Kamis, 29 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga,
Minggu, 18 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga,
pada hari Jum’at, 14 April 2024, pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga,
pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo sesepuh masyarakat Kampung Naga,
pada hari Kamis, 13 April 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Suharyo, sesepuh masyarakat Kampung Naga,
pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 08.00 WIB.
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Wawancara dengan lin tokoh agama masyarakat Kmapung Naga,
pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, Pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Dadah masyarakat Kampung Naga
Tasikmalaya, Pada hari Jum’at, 7 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib.

Wawancara dengan Iin tokoh agama masyarakat Kampung Naga,
minggu, 18 November 2023, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ma’un sesepuh dan tokoh adat masyarakat
Kampung Naga, pada hari Sabtu, 23 September 2023, Pukul
08.00 WIB.
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